NOMOR

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

: 050/Kep. 595 -Bappelitbangda/2022

LAMPIRAN  : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja
Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri
dibawahnya;

bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai dasar utama
pelaksanaan  penetapan Indikator Kinerja Utama
Perubahan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perubahan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan



10.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287); ‘

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
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12.

13.

14.

18.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1842); ¥

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009
Nomor 14, Seri E.8);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011
Nomor 9, Seri E.4);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.3);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon



-
1 JUDUL

|

1

PARAF KOCRUINASI

PENGELD

A

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

|

d

Pejabia
|

KEEMPAT

Tembusan :

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2021 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun  Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 143).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Kabupaten Cirebon, untuk menetapkan rencana kinerja
tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan Kkinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kabupaten
Cirebon.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja
Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

: Keputuisan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

‘N\J BUPATI CIREBON,Q\

—

O

_ 4 — _AIMRON

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2021 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun  Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 143).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Kabupaten Cirebon, untuk menetapkan rencana kinerja
tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kabupaten
Cirebon.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja
Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2622

BUPATI CIREBON,

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

TT Jalan Sunan Kalijaga Nomor 11 Tel. (0231) 321991, fax. (0231)321991

S SUMBER Kode Pos. 45611
NOTA DINAS
Kepada Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor : 050 / Vbt - PPEPD.

Tanggal : "0 November 2022

Sifat Penting

Lampiran 1 (satu) berkas

Hal Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2022

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran
2022, dengan ini kami sampaikan Keputusan Bupati Cirebon
tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mohon
perkenan bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati
Cirebon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2022 (terlampir)

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak kami
mengucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON,

/
DANGI

Pembina Tk. I
NIP. 19731101 199803 1 006



